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ABSTRAK

The level of tax compliance (WP) in West Java is still considered low, not only in the
payment but also the return of the Annual Tax (SPT) according to the head of the West Java
Regional Tax Directorate Ajat Djantika.

The purpose of this study was conducted to determine how much influence the Quality of
Service Tax, Tax Law Enforcement, and Tax Knowledge to partially Taxpayer Compliance.
Sampling was done using the formula Slovin, with a population of 78 578 people with the
withdrawal of a sample of 100 individual taxpayer (WPOP). Data collected through
questionnaires. The resulting data were analyzed using SEM analysis tools dengam PLS
approach, calculators using SEM-PLS 2.0.

The result of this study indicate partially Quality Tax positive and significant effect on
Taxpayer Compliance, Tax Law Enforcement positive and significant effect on Taxpayer
Compliance and Tax Knowledge positive and significant impact on Taxpayer Compliance. That is
the better Quality of service Tax, Tax Law Enforcement, and the Tax Kwonledge Level of
Taxpayer Ccomliance will increase.

Keywords: Quality of Service Tax, Tax Law Enforcement, Knowledge of Taxation,
Taxpayer Compliance

1.1 Pendahuluan

Menurut Ajat Djantika (2012), tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Jabar dinilai masih
rendah, tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT). Hal yang sama dikatakan oleh Lidia Kuntjahningtyas (2012), menurutnya tingkat
kepatuhan para Wajib Pajak di Kota Batu dalam melaporkan penghasilan dan kekayaan pribadi
lewat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dikeluarkan Kantor Pajak masih rendah. Fuad
Rahmany (2012) menjelaskan, rumitnya proses administrasi pembayaran pajak membuat
masyarakat kesulitan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk Wajib Pajak pribadi,
untuk itu perlu ada penyederhanaan sistem administrasi perpajakan sehingga Wajib Pajak
menjadi taat.

1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan
1.2.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran bahwa
kualitas pelayanan pajak, penegakan hukum pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak dengan cara mengumpulkan data (kuisioner) sebagai bukti
empiris dari model penelitian yang dikaji.

1.2.2 Tujuan Penelitian



Adapun tujuan penelitian yang dapat dirumuskan untuk :

1. Mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak di KPP Pratama Bandung Karees.

2. Mengetahui besarnya pengaruh Penegakan Hukum Pajak terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak di KPP Pratama Bandung Karees.

3. Mengetahui besarnya Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di
KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Kegunaan Hasil Penelitian
Manfaat yang diharapakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Kegunaan Praktis

Untuk memecahkan masalah yang terjadi pada kualitas pelayanan pajak, penegakan
hukum pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Survei di KPP Pratama
Bandung Karees).

1.3.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Akademis

Penelitian dapat memberikan kesimpulan dalam mengembangkan dan menguatkan ilmu
akuntansi. Hasil pembuktian empiris dapat memperkuat teori-teori dan hasil penelitian
sebelumnya. Sehingga ilmu akuntansi yang dikaji semakin berkembang.

2. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbagan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut
daalam bidang yang sama, yaitu mengenai “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Penegakan
Hukum Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei di KPP
Pratama Bandung Karees)”.

Il. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Kualitas Pelayanan Pajak

Goesth dan Davis dalam Suratno dan Purnama (2004:74) pengertian kualitas pelayanan
adalah “Suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, orang, dan proses yang
memenuhi atau melebihi apa yang diharapankan”. Menurut Fandi Tjiptono (2009:247) pengertian
kualitas pelayanan adalah “Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi
harapan konsumen”. Menurut Lena Ellitan dan Lina Anatan (2007:46) menyatakan bahwa:
“Kualitas pelayanan adalah layanan suatu tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak
kepada pihak lain. Dan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan
apapun. Produknya dapat berupa fisik atau non fisik”.

2.1.2 Penegakan Hukum Pajak

Menurut Satjipto Raharjo (2009:25) menyatakan bahwa:“Penegakan Hukum adalah
suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut
sebagai keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat
undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut’. Menurut Bohari
dalam buku Y. Sri Pudyatmoko (2009: 55) hukum pajak adalah “Hukum Pajak adalah suatu
kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan
rakyat sebagai pembayar pajak”. Sedangkan menurut R. Santoso Brotodiharjo yang dikutip oleh
Siti Kurnia (2010:76) mengatakan bahwa: “Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-
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peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan
menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia
merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan hukum antara negara dan
orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak selanjutnya sering disebut waijib pajak”.

2.1.3 Pengetahuan Pajak

Menurut Andriani (2000:25), menyatakan bahwa:“Pengetahuan perpajakan adalah
pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku
di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang,
pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak”. menurut
Veronica Carolina (2009:7), menyatakan bahwa: “Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak
yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan
untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajibannya dibidang perpajakan”.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki
pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan,
tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap
dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang
terutang tepat pada waktunya”. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan: “Bahwa
kepatuhan pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam
pemenuhan kewajiban perpajaknnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak
patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar
pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran
pajak yang dibayarkan pada kas negara”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerimaan Negara yang sedemikian besarnya dari sector pajak belum sepenuhnya
bisa di optimalkan. Hal ini disebabkan masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh dalam
proses perpajakannya itu sendiri. Peran serta wajib pajak dalam hal kepatuhan harus didukung
oleh Ditjen pajak yang memberikan pelayanan dan pengetahuan serta penegakan hukum agar
wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dan tidak melakukan tindakan penghindaran,
pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:99) Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara
terhadap rumusan masalah penelitian. menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut
:“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana
rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara,
karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan
pada fakta — fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga
dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban
yang empirik”. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan
hipotesis bahwa :

1. Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Waijib Pajak di

KPP Pratama Bandung Karees.


http://ayopelajari.blogspot.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html

2. Penegakan Hukum Pajak Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di
KPP Pratama Bandung Karees.

3. Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP
Pratama Bandung Karees.

Ill. Objek dan Metode Penelitian
3.1 Objek Penelitian

Menurut Husein Umar (2005:303) dalam Umi Narimawati (2010:29) menerangkan bahwa
“Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga
dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap periu”.
Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kualitas Pelayanan
Pajak, Penegakan Hukum Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di
KPP Pratama Bandung Karees.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:2) metode penelitian menyatakan bahwa:“Cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian
ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis”. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan
metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga
kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Moh.Nazir (2003:84) dalam Umi Narimawati (2010:30) adalah
:“Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.
Langkah-langkah desain penelitian menurut Umi Narimawati, dkk (2010:30) adalah :
“1.Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dari fenomena penelitian,
selanjutnya menetapkan judul penelitian

2.Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi

3.Menetapkan rumusan masalah

4.Menetapkan tujuan penelitian
5.Menetapkan hipotesis penelitian, berdasarkan fenomena dan dukungan teori

6.Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran variable penelitian yang
digunakan

7.Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan
data

8.Melakukan analisis data

9.Melakukan pelaporan hasil penelitian”.

3.2.2 Opersaional Variabel

Menurut Sugiyono (2011:38), mendefinisikan variabel penelitian sebagai berikut:
"Variabel penelitian adalah segala suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. kemudian ditarik
kesimpulan”. Menurut Nur Indriantoro (2002:69) yang dikutip oleh Umi Narimawati (2010:31)
mendefinisikan operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut: “Operasionalisasi variabel
adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional
menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan
construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran
dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik”.
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis
adalah dengan metode survei menggunakan kuesioner.

3.2.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak di Karees Unit analisis
dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak KPP Pratama Bandung Karees, khususnya Wajib Pajak
Orang Pribadi. Populasi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees adalah
sebanyak 78.587 orang.

3.2.5 Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan teknik penarikan sampel yang digunkan penulis, maka sampel yang diambil penulis
dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Bandung
Karees.

3.2.6 Alat Ukur Penelitian
Dalam menganalisis penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Uji Validitas

Menurut Cooper dalam Umi Narimawati (2010:42), validitas adalah : validitas dapat
diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat
test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Suatu
alat ukur disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang
seharusnya diukur. Uji validitas dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan variabel kualitas
pelayanan pajak (X1), penegakan hukum pajak (X2) dan pengetahuan pajak (Xs) terhadap
kepatuhan wajib pajak(Y). Secara teknis valid tidaknya suatu butir pernyataan dinilai berdasarkan
kedekatan jawaban responden pada pernyataan tersebut dengan jawaban responden pada
pernyataan lainnya. Nilai jawaban responden diukur menggunakan koefisien korelasi, yaitu
melalui nilai korelasi setiap butir pernyataan dengan total butir pernyatan lainnya. Butir
pernyataan dinyatakan valid jika memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan
0,30. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan rumus korelasi pearson product moment (r).

2. Uji Reabilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43), Uji reabilitas adalah :“Untuk menguji kehandalan
atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang
menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua
belahan instrument”’. Metode yang digunakan untuk uji reabilitas adalah split half method teknik
belah dua. Metode ini menghitung reabilitas daengan cara memberikan tes pada sejumlah
subyek dan kemudian hasil tes tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar.

3. Uji MSI
Karena penelitian ini menggunakan data ordinal, maka semua data ordinal terlebih

dahulu akan ditransformasi menjadi skala interval dengan menggunakan Method of Successive
Interval (Harun Al Rasyid, 1994:131). Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:



1. Menghitung frekuensi (f) setiap pilihan jawaban, berdasarkan hasil jawaban
responden pada setiap pernyataan.

2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pernyataan, dilakukan
penghitungan proporsi (p) setiap pilihan jawaban dengan cara membagi
frekuensi (f) dengan jumlah responden.

3. Berdasarkan proporsi tersebut untuk setiap pernyataan, dilakukan penghitungan
proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban

4. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pernyataan dan setiap
pilihan jawaban

5. Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap pilihan jawaban melalui
persamaan.

3.2.7 Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh
antara variabel independen yaitu Kualitas Pelayanan Pajak, Penegakan Hukum Pajak dan
Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen , dengan
hipotesis penelitian sebagai berikut :

Untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas pelayanan pajak, penegakan hukum pajak dan
pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dilakukan uji hipotesis melalui
asumsi sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama adalah kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Ho1; v1.1=0, kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak.

Hir ; y11 # 0, kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan waijib
pajak.

2. Hipotesis kedua adalah penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
Ho2; y21 = 0, penegakan hukum pajak tidak berpengaruh terhadapkepatuhan waijib
pajak.
Hi2; v2.1 # 0, penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hipotesis ketiga adalah pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
Hos; y3.1 = 0, pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hi; ya1 # 0, pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
4.1 Analisis Deskriptif
1. Analisis Deskriptif Kualitas Pelayanan Pajak
Pengaruh kualitas pelayanan pajak pada wajib pajak orang pribadi akan terungkap
melalui jawaban terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan melalui kuisioner. Kualitas

pelayanan pajak diukut menggunakan 5 dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance,
dan emphaty.



a. Tangibles

Pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa indikator tangibles mempunyai skor aktual sebesar
1149 (76,6%). Hal ini menunjukan bahwa indikator tangibles yang didasarkan pada 3 item
pernyataan masuk kedalam kategori baik. Alasannya tangibles (bukti fisik) yang ada di KPP
Pratama Bandung Karees tersedia secara langsung. Berdasarkan item pernyataan jumlah loket
pelayanan yang tersedia, tanggapan responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 37 jawaban
(37,0%) , tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 29 jawaban (29.0%), tanggapan
responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 29 jawaban (29,0%), tanggapan responden tidak
sesuai (skor 2) sebesar 5 jawaban (5,0%), tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1)
sebesar 0 jawaban (0,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan jumlah loket
pelayanan yang tersedia adalah sebesar 398 (79,6%). Item pernyataan pegawai pajak yang
memberikan pelayanan di KPP tanggapan responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 30 jawaban
(30,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 45 jawaban (45.0%), tanggapan
responden cukup sesuai (skor 3) sebesar 21 jawaban (21,0%), tanggapan responden tidak
sesuai (skor 2) sebesar 4 jawaban (4,0%), dan tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor
1) sebesar 0 jawaban (0,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pertanyaan pegawai pajak
yang memberikan pelayanan di KPP adalah sebesar 401 (80,20%). Selanjutnya berdasarkan
item pernyataan kenyamanan ruang tunggu yang ada di KPP tanggapan responden sangat
sesuai (skor 5) sebesar 4 jawaban (4,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 45
jawaban (45.0%), tanggapan responden cukup sesuai (skor 3) sebesar 48 jawaban (48,0%),
tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 3 jawaban (3,0%), dan tanggapan responden
sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 0 jawaban (0,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari
pertanyaan kenyamanan ruang tunggu yang ada di KPP adalah sebesar 350 (70,0%).

b. Reliability

Pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa indikator reliability mempunyai skor aktual
sebesar 1319 (65,95%). Hal ini menunjukan bahwa indikator reliability yang didasarkan pada 4
item pernyataan masuk kedalam kategori cukup baik. Alasannya reliability (kehandalan) yang
ada di KPP Pratama Bandung Karees sudah dapat dirasakan oleh wajib pajak. Berdasarkan item
pernyataan pelayanan dalam memberikan informasi, tanggapan responden sangat sesuai (skor
5) sebesar 14 jawaban (14,0%) , tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 24 jawaban
(24.0%), tanggapan responden cukup sesuai (skor 3) sebesar 44 jawaban (44,0%), tanggapan
responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 18 jawaban (18,0%), tanggapan responden sangat tidak
sesuai (skor 1) sebesar 0 jawaban (0,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pertanyaan
pelayanan dalam memberikan informasi 334 (66,8%). Item pernyataan pelayanan yang diberikan
kepada bapak/ibu ketika mengurus perpajakan tanggapan responden sangat sesuai (skor 5)
sebesar 6 jawaban (6,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 31 jawaban (31.0%),
tanggapan responden cukup sesuai (skor 3) sebesar 39 jawaban (39,0%), tanggapan responden
tidak sesuai (skor 2) sebesar 24 jawaban (24,0%), dan tanggapan responden sangat tidak sesuai
(skor 1) sebesar 0 jawaban (0,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pertanyaan
pelayanan yang diberikan kepada bapak/ibu dalam memberikan informasi adalah sebesar 319
(63,8%). Item pernyataan waktu yang diperlukan dalam mengurus perpajakan tanggapan
responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 6 jawaban (6,0%), tanggapan responden sesuai (skor
4) sebesar 35 jawaban (35.0%), tanggapan responden cukup sesuai (skor 3) sebesar 44
jawaban (45,0%), tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 14 jawaban (14,0%), dan
tanggapan tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 0 jawaban (0,0%) dengan
demikian jumlah skor aktual dari pertanyaan waktu yang diperlukan dalam mengurus perpajakan
adalah sebesar 333 (66,6%). Selanjutnya item pernyataan pelayanan yang diberikan setelah
mengurus perpajakan tanggapan responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 7 jawaban (7,0%),
tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 33 jawaban (33.0%), tanggapan responden cukup
sesuai (skor 3) sebesar 46 jawaban (46,0%), tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar
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14 jawaban (14,0%), dan tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 0 jawaban
(0,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan pelayanan yang diberikan setelah
mengurus perpajakan adalah sebesar 333 (66,6%).

c. Responsiveness

Pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa indikator responsiveness mempunyai skor aktual
sebesar 642 (64,2%). Hal ini menunjukan bahwa indikator responsiveness yang didasarkan pada
2 item peryataan masuk kedalam kategori cukup baik. Alasannya responsiveness (daya tanggap)
yang ada di KPP Pratama Bandung Karees sudah dapat dirasakan oleh wajib pajak.
Berdasarkan item pernyataan pelayanan yang diberikan ketika bapak/ibu memiliki keluhan,
tanggapan responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 3 jawaban (3,0%) , tanggapan responden
sesuai (skor 4) sebesar 22 jawaban (22.0%), tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai
sebesar 52 jawaban (52,0%), tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 23 jawaban
(23,0%), tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 0 jawaban (0,0%) dengan
demikian jumlah skor aktual dari pernyataann pelayanan yang diberikan ketika bapak/ibu
memiliki keluhan adalah sebesar 305 (61,0%). Selanjutnya berdasarkan item pernyataan
pernyataan Ketika Bapak/ Ibu membutuhkan informasi tentang perpajakan tanpa diminta,
tanggapan responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 7 jawaban (7,0%) , tanggapan responden
sesuai (skor 4) sebesar 38 jawaban (38.0%), tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai
sebesar 40 jawaban (40,0%), tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 15 jawaban
(15,0%), tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 0 jawaban (0,0%) dengan
demikian jumlah skor aktual dari pernyataan pelayanan yang diberikan ketika bapak/ibu memiliki
keluhan adalah sebesar 337 (67,40%).

d. Assurance

Pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa indikator assurance mempunyai skor aktual 1020
(68%). Hal ini menunjukan bahwa indikator assurance yang didasarkan pada 3 item peryataan
masuk kedalam kategori cukup baik. Alasannya assurance (jaminan) yang ada di KPP Pratama
Bandung Karees sudah dapat dirasakan oleh wajib pajak. Berdasarkan item pernyataan
pelayanan yang sudah diberikan kepada bapak/ ibu, tanggapan responden sangat sesuai (skor
5) sebesar 13 jawaban (13,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 35 jawaban
(35.0%), tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 41 jawaban (41,0%), tanggapan
responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 10 jawaban (10,0%), tanggapan responden sangat tidak
sesuai (skor 1) sebesar 1 jawaban (1,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan
pelayanan yang sudah diberikan kepada bapak/ ibu adalah sebesar 349 (69,8%). Item
pernyataan penyampaian informasi yang diberikan kepada bapak/ ibu, tanggapan responden
sangat sesuai (skor 5) sebesar 24 jawaban (24,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4)
sebesar 30 jawaban (30.0%), tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 30 jawaban
(30,0%), tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 12 jawaban (12,0%), tanggapan
responden sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 4 jawaban (4,0%) dengan demikian jumlah skor
aktual dari pernyataan penyampaian informasi yang diberikan kepada bapak/ ibu adalah sebesar
358 (71,6%). Selanjutnya item pernyataan informasi yang diberikan oleh pegawai pajak kepada
bapak/ ibu, tanggapan responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 20 jawaban (21,0%),
tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 21 jawaban (21.0%), tanggapan responden cukup
(skor 3) sesuai sebesar 21 jawaban (21,0%), tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar
28 jawaban (28,0%), tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 10 jawaban
(10,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan penyampaian informasi yang
diberikan kepada bapak/ ibu adalah sebesar 313 (63,0%).



e. Emphaty

Pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa indikator emphaty mempunyai skor aktual 963
(64,2%). Hal ini menunjukan bahwa indikator Empathy yang didasarkan pada 3 item peryataan
masuk kedalam kategori cukup baik. Alasannya Empathy (empati) yang ada di KPP Pratama
Bandung Karees sudah dapat dirasakan oleh wajib pajak. Berdasarkan item pernyataan
pelayanan yang diberikan terhadap bapak/ ibu berdasarkan ketentuan DJP, tanggapan
responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 13 jawaban (13,0%), tanggapan responden sesuai
(skor 4) sebesar 19 jawaban (19.0%), tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 32
jawaban (32,0%), tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 22 jawaban (22,0%),
tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 14 jawaban (14,0%) dengan
demikian jumlah skor aktual dari pelayanan yang diberikan terhadap bapak/ ibu berdasarkan
ketentuan DJP adalah sebesar 295 (59,0%). Item pernyataan bapak/ ibu perhatian yang
diberikan oleh aparat pajak, tanggapan responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 23 jawaban
(23,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 22 jawaban (22.0%), tanggapan
responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 19 jawaban (19,0%), tanggapan responden tidak
sesuai (skor 2) sebesar 31 jawaban (31,0%), tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1)
sebesar 5 jawaban (5,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan bapak/ ibu
perhatian yang diberikan oleh aparat pajak adalah sebesar 327 (65,4%). Selanjutnya item
pernyataan bantuan yang diberikan oleh pegawai pajak diluar jam kerja tanggapan responden
sangat sesuai (skor 5) sebesar 26 jawaban (26,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4)
sebesar 22 jawaban (22.0%), tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 22 jawaban
(22,0%), tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 27 jawaban (27,0%), tanggapan
responden sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 3 jawaban (3,0%) dengan demikian jumlah skor
aktual dari pernyataan bantuan yang diberikan oleh pegawai pajak diluar jam kerja adalah
sebesar 341 (68,0%).

2. Analisis Deskriptif Penegakan Hukum Pajak

a. Tax Audit

Pada tabel 4.14 dapat diketahui bahwa indikator tax audit mempunyai skor aktual
sebesar 670 (67%). Hal ini menunjukan bahwa indikator tax audit yang didasarkan pada 2 item
pernyataan masuk kedalam kategori cukup baik. Alasannya tax audit (pemeriksaan pajak) yang
dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Karees sudah dapat berjalan baik dan dilakukan terhadap
wajib pajak. Berdasarkan item pernyataan pemeriksaan kembali yang dilakukan oleh aparat
pajak, tanggapan responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 15 jawaban (13,0%), tanggapan
responden sesuai (skor 4) sebesar 25 jawaban (25.0%), tanggapan responden cukup (skor 3)
sesuai sebesar 38 jawaban (38,0%), tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 19
jawaban (19,0%), tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 3 jawaban (3,0%)
dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan pemeriksaan kembali yang dilakukan oleh
aparat pajak adalah sebesar 330 (66,0%). Selanjutnya item pernyataan tindakan yang dilakukan
oleh aparat pajak dalam pemeriksaan, tanggapan responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 21
jawaban (21,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 16 jawaban (16.0%), tanggapan
responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 45 jawaban (45,0%), tanggapan responden tidak
sesuai (skor 2) sebesar 18 jawaban (18,0%), tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1)
sebesar 0 jawaban (0,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan tindakan yang
dilakukan oleh aparat pajak dalam pemeriksaan adalah sebesar 340 (68,0%).

b. Tax Investigation

Pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa indikator tax investigation mempunyai skor aktual
sebesar 674 (67,4%). Hal ini menunjukan bahwa indikator tax investigation yang didasarkan
pada 2 item pernyataan masuk kedalam kategori cukup baik. Alasannya tax investigation
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(penyidikan pajak) yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Karees sudah dapat berjalan baik
dan dilakukan terhadap wajib pajak. Berdasarkan item pernyataan dengan adanya penyidikan
terhadap pajak yang dibayarkan oleh bapak/ ibu, tanggapan responden sangat sesuai (skor 5)
sebesar 29 jawaban (29,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 20 jawaban
(20.0%), tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 28 jawaban (28,0%), tanggapan
responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 23 jawaban (23,0%), tanggapan responden sangat tidak
sesuai (skor 1) sebesar 0 jawaban (0,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan
dengan adanya penyidikan terhadap pajak yang dibayarkan oleh bapak/ ibu adalah sebesar 355
(71,0%). Selanjutnya item pernyataan perlakuan aparat pajak dalam melakukan penyidikan,
tanggapan responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 11 jawaban (11,0%), tanggapan
responden sesuai (skor 4) sebesar 27 jawaban (27.0%), tanggapan responden cukup (skor 3)
sesuai sebesar 37 jawaban (37,0%), tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 20
jawaban (20,0%), tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 5 jawaban (5,0%)
dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan perlakuan aparat pajak dalam melakukan
penyidikan adalah sebesar 319 (63,8%).

c. Tax Collection

Pada tabel 4.16 dapat diketahui bahwa indikator tax collection mempunyai skor aktual
sebesar 649 (64,9%). Hal ini menunjukan bahwa indikator tax collection yang didasarkan pada 2
item pernyataan masuk kedalam kategori cukup baik. Alasannya tax collection (penagihan pajak)
yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Karees sudah dapat berjalan baik dan dilakukan
terhadap wajib pajak. Berdasarkan item pernyataan adanya tindak penagihan untuk wajib pajak
yang melakukan tunggakan, tanggapan responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 9 jawaban
(9,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 26 jawaban (26.0%), tanggapan
responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 50 jawaban (50,0%), tanggapan responden tidak
sesuai (skor 2) sebesar 8 jawaban (8,0%), tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1)
sebesar 7 jawaban (7,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan dengan adanya
tindak penagihan untuk wajib pajak yang melakukan tunggakan adalah sebesar 322 (64,4%).
Selanjutnya item pernyataan jumlah tagihan pajak yang yang harus dibayar oleh bapak/ ibu,
tanggapan responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 8 jawaban (8,0%), tanggapan responden
sesuai (skor 4) sebesar 28 jawaban (28.0%), tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai
sebesar 50 jawaban (50,0%), tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 11 jawaban
(11,0%), tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 3 jawaban (3,0%) dengan
demikian jumlah skor aktual dari pernyataan jumlah tagihan pajak yang yang harus dibayar oleh
bapak/ ibu adalah sebesar 327 (65,4%).

3. Analisis Deskriptif Pengetahuan Pajak

a. Pemahaman Prosedur atau Cara Pengisian SPT

Pada tabel 4.17 dapat diketahui bahwa indikator pemahaman prosedur atau cara
pengisian SPT mempunyai skor aktual sebesar 324 (64,8%). Hal ini menunjukan bahwa indikator
pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT yang didasarkan pada 1 item pernyataan masuk
kedalam kategori cukup baik. Berdasarkan item pernyataan menurut bapak/ ibu sebagai wajib
pajak apakah memahami prosedur atau tata cara pengisian SPT, tanggapan responden sangat
sesuai (skor 5) sebesar 11 jawaban (11,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 19
jawaban (19.0%), tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 53 jawaban (53,0%),
tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 17 jawaban (17,0%), tanggapan responden
sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 0 jawaban (0,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari
pernyataan menurut bapak/ ibu sebagai wajib pajak apakah memahami prosedur atau tata cara
pengisian SPT adalah sebesar 324 (64,8%).
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b. Pemahaman Batas Waktu Pelaporan SPT

Pada tabel 4.18 dapat diketahui bahwa indikator pemahaman batas waktu pelaporan
SPT mempunyai skor aktual sebesar 345 (69.0%). Hal ini menunjukan bahwa indikator
pemahaman batas waktu pelaporan SPT yang didasarkan pada 1 item pernyataan masuk
kedalam kategori baik. Alasannya pemahaman batas waktu pelaporan SPT sudah dapat
dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak. Berdasarkan item pernyataan dengan adanya batas
waktu dalam pembayaran dan pelaporan SPT, tanggapan responden sangat sesuai (skor 5)
sebesar 16 jawaban (16,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 23 jawaban (23.0%),
tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 51 jawaban (51,0%), tanggapan responden
tidak sesuai (skor 2) sebesar 10 jawaban (10,0%), tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor
1) sebesar 0 jawaban (0,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan dengan
adanya batas waktu dalam pembayaran dan pelaporan SPT adalah sebesar 345 (69,0%).

c. Pemahaman Sanksi Perpajakan dan Administrasi

Pada tabel 4.19 dapat diketahui bahwa indikator pemahaman sanksi perpajakan dan
administrasi mempunyai skor aktual sebesar 676 (67,6%). Hal ini menunjukan bahwa indikator
pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi yang didasarkan pada 2 item pernyataan masuk
kedalam kategori cukup baik. Alasannya pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi sudah
dapat dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak. Berdasarkan item pernyataan bapak/ibu
memahami sanksi perpajakan dan administrasi yang berlaku, tanggapan responden sangat
sesuai (skor 5) sebesar 14 jawaban (14,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 29
jawaban (29.0%), tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 51 jawaban (51,0%),
tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 5 jawaban (5,0%), tanggapan responden
sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 1 jawaban (1,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari
pernyataan bapak/ibu memahami sanksi perpajakan dan administrasi yang berlaku sebesar 350
(70,0%). Selanjutnya item pernyataan sanksi yang diberikan kepada bapak/ ibu, tanggapan
responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 8 jawaban (8,0%), tanggapan responden sesuai (skor
4) sebesar 35 jawaban (35.0%), tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 37
jawaban (37,0%), tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 15 jawaban (15,0%),
tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 5 jawaban (5,0%) dengan demikian
jumlah skor aktual dari pernyataan sanksi yang diberikan kepada bapak/ ibu sebesar 326
(65,2%).

4. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

a. Wajib Pajak Memahami Peraturan Perpajakan

Pada tabel 4.20 dapat diketahui bahwa indikator wajib pajak memahami perataruan
perpajakan mempunyai skor aktual sebesar 317 (63,4%). Hal ini menunjukan bahwa indikator
wajib pajak memahami perataruan perpajakan yang didasarkan pada 1 item pernyataan masuk
kedalam kategori cukup baik. Alasannya wajib pajak memahami perataruan perpajakan sudah
dapat memahami dan melaksanakannya. Berdasarkan item pernyataan pemahaman tentang
peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak, tanggapan responden sangat sesuai
(skor 5) sebesar 9 jawaban (9,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 26 jawaban
(26.0%), tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 40 jawaban (40,0%), tanggapan
responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 23 jawaban (23,0%), tanggapan responden sangat tidak
sesuai (skor 1) sebesar 2 jawaban (2,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan
pemahaman tentang peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak sebesar 317
(63,4%).
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b. Wajib Pajak Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tepat Waktu

Pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa indikator wajib pajak menyetorkan surat
pemberitahuan (SPT) mempunyai skor aktual sebesar 340 (68%). Hal ini menunjukan bahwa
indikator wajib pajak menyetorkan surat pemberitahuan (SPT) yang didasarkan pada 1 item
pernyataan masuk kedalam kategori cukup baik. Alasannya waijib pajak sudah menyetorkan SPT
dengan tepat waktu. Berdasarkan item pernyataan ketepatan waktu bapak/ ibu ketika
menyetorkan SPT, tanggapan responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 12 jawaban (12,0%),
tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 26 jawaban (26.0%), tanggapan responden cukup
(skor 3) sesuai sebesar 53 jawaban (53,0%), tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar
8 jawaban (8,0%), tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 1 jawaban (1,0%)
dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan ketepatan waktu bapak/ ibu ketika
menyetorkan SPT sebesar 340 (68,0%).

¢. Wajib Pajak Menghitung dan Membayar Pajak Terutang Dengan Benar

Pada tabel 4.14 dapat diketahui bahwa indikator wajib pajak menghitung dan membayar
pajak terutang dengan benar mempunyai skor aktual sebesar 335 (67%). Pada tabel 4.14 dapat
diketahui bahwa indikator wajib pajak menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar
mempunyai skor aktual sebesar 335 (67%). Berdasarkan item pernyataan wajib pajak
menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar, tanggapan responden sangat sesuai
(skor 5) sebesar 15 jawaban (15,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 22 jawaban
(22.0%), tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 49 jawaban (49,0%), tanggapan
responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 11 jawaban (11,0%), tanggapan responden sangat tidak
sesuai (skor 1) sebesar 3 jawaban (3,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan
wajib pajak menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar sebesar 335 (67,0%).

d. Wajib Pajak Mengisi Formulir Pajak Dengan Benar dan Jelas

Pada tabel 4.22 dapat diketahui bahwa indikator wajib pajak mengisi formulir pajak
dengan benar dan jelas mempunyai skor aktual sebesar 697 (69,7%). Hal ini menunjukan bahwa
indikator wajib pajak mengisi formulir pajak dengan benar dan jelas yang didasarkan pada 2 item
pernyataan masuk kedalam kategori baik. Alasannya wajib pajak sudah mengisi formulir pajak
dengan benar dan jelas sesuai ketentuan. Berdasarkan item pernyataan ketika bapak/ ibu diberi
wewenang dalam menghitung dan membayar pajak sebagai wajib pajak, tanggapan responden
sangat sesuai (skor 5) sebesar 11 jawaban (11,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4)
sebesar 24 jawaban (24,0%), tanggapan responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 55 jawaban
(55,0%), tanggapan responden tidak sesuai (skor 2) sebesar 10 jawaban (11,0%), tanggapan
responden sangat tidak sesuai (skor 1) sebesar 0 jawaban (0,0%) dengan demikian jumlah skor
aktual dari pernyataan wajib pajak menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar
sebesar 336 (67,2%). Selanjutnya berdasarkan item dalam mengisi formulir pajak apakah bapak/
ibu mengisinya dengan benar dan jelas, tanggapan responden sangat sesuai (skor 5) sebesar 26
jawaban (26,0%), tanggapan responden sesuai (skor 4) sebesar 12 jawaban (12,0%), tanggapan
responden cukup (skor 3) sesuai sebesar 59 jawaban (59,0%), tanggapan responden tidak
sesuai (skor 2) sebesar 3 jawaban (3,0%), tanggapan responden sangat tidak sesuai (skor 1)
sebesar 0 jawaban (0,0%) dengan demikian jumlah skor aktual dari pernyataan wajib pajak
menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar sebesar 361(72,2%).
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4.2 Analisis Verifikatif
1. Model Pengukuran

Variabel kualitas pelayanan pajak (X1) dibentuk oleh 5 variabel manifes yaitu Xi1 : Tangibles,
X12 :Realibility, Xi13:Responsiveness, Xi4: Assurance, dan Xis: Empathy. Bobot faktor indikator
dalam membentuk variabel kualitas pelayanan pajak (X1) diperoleh dari hasil pengolahan data
dengan menggunakan software program SmartPLS pada tabel dan gambar berikut:

Penegakan Hukum Pajak (X2) dibentuk oleh 3 variabel manifes yaitu x21: Pemeriksaan Pajak,
x22 . Penyidikan Pajak, dan x23 :Penagihan Pajak. Bobot faktor indikator dalam membentuk
variabel Penegakan Hukum Pajak (X2) diperoleh dari hasil pengolahan data dengan
menggunakan software program SmartPLS pada tabel dan gambar berikut:

w2
4 0,000
0,561
i 05
%23 A

Pengetahuan Pajak (Xs) dibentuk oleh 3 variabel manifes yaitu xs1: Pemahaman Prosedur
atau Cara Pengisian SPT, xs2 : Pemahaman Batas Waktu PelaporanSPT, dan xs3 : Pemahaman
Sanksi Perpajakan dan Aministrasi. Bobot faktor indikator dalam membentuk variabel
Pengetahuan Pajak (Xs3) diperoleh dari hasil pengolahan data dengan menggunakan software
program SmartPLS pada tabel dan gambar berikut:

Eeci
55
32 12 0,000
03
%33 #3
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4.3 Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis :

Ho.y1=0 : kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak.

Ha.y1 #0 : kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Nilai uji statistik t-value pengaruh antara variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X)
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh sebesar 2,276. Nilai thiung =2.276>
tabe=1,99, maka Ho ditolak, artinya bahwa variabel Tarif pajak (X1) berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

Hasil Nilai Koefisien Determinansinya sebesar 3,92%, ini artinya Kualitas Pelayanan
Pajak (X1) memberikan pengaruh yang sangat rendah sebesar 3,92% terhadap
kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil Koefisien standardized antara variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X1) terhadap
kepatuhan wajib pajak (Y) r = 0,198, dan nilai kontribusi variabel Kualitas Pelayanan
Pajak (X1) lebih besar dari >0. Nilai ini berarti hubungan variabel Kualitas Pelayanan
Pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) rendah.

2. Pengaruh Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ho2.y21 =0 : penegakan hukum pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak.
Hi2.y21 #0 : penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Nilai uji statistik t-value pengaruh antara variabel Penegakan Hukum Pajak (X)
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh sebesar 3,563. Nilai thitung =3.563>
trabe=1,99, maka Ho ditolak, artinya bahwa variabel Penegakan Hukum Pajak (X2)
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

Hasil Nilai Koefisien Determinansinya sebesar 7,67%, ini artinya Penegakan Hukum
Pajak (X2) memberikan pengaruh yang sangat rendah sebesar 7,67% terhadap
kepatuhan wajib pajak ().

Hasil Koefisien standardized antara variabel Penegakan Hukum Pajak (X2) terhadap
kepatuhan wajib pajak (Y) r = 0,277, dan nilai kontribusi variabel Penegakan Hukum
Pajak (X2) lebih besar dari >0. Nilai ini berarti hubungan variabel Penegakan Hukum
Pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) rendah.

3. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hosys1 =0 pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hizys1 #0 ‘pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Nilai uji statistik t-value pengaruh antara variabel Pengetahuan Pajak (X) terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh sebesar 7,830. Nilai thitung =7,830> ttanei=1,99, maka
Ho ditolak, artinya bahwa variabel Pengetahuan Pajak (Xs) berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan pajak (Y).

Hasil Nilai Koefisien Determinansinya sebesar 26,94%, ini artinya Pengetahuan Pajak
(X3) memberikan pengaruh yang sangat rendah sebesar 26,94% terhadap kepatuhan
wajib pajak ().

Hasil Koefisien standardized antara variabel Pengetahuan Pajak (X3) terhadap
kepatuhan wajib pajak (Y) r = 0,519, dan nilai kontribusi variabel Pengetahuan Pajak (X2)
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lebih besar dari >0. Nilai ini berarti hubungan variabel Pengetahuan Pajak (Xs) terhadap
kepatuhan wajib pajak (Y) rendah.

4.4 Pembahasan

1.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan pajak, dengan pengaruh sebesar sebesar 0,274 atau sebesar
27,4%. Artinya kualitas pelayanan pajak memberikan kontribusi pengaruh lemah
terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Karees.

Pengaruh Kualitas Penegakan Hukum Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum pajak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan pajak, dengan pengaruh sebesar sebesar 0,507 atau sebesar
50,7%. Artinya penegakan hukum pajak memberikan kontribusi pengaruh sedang
terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Karees.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat dikatakan
bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,
dengan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajaksebesar
0,283 atau sebesar 28,3%. Artinya pengetahuan pajakmemberikan kontribusi pengaruh
lemah terhadap kepatuhan wajib pajakdi KPP Pratama Bandung Karees.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Penegakan

Hukum Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bandung Karees, dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Kualitas pelayanan pajak sudah berjalan
dengan baik, tetapi masih ada sarana dan prasarana pada unit penyelenggara
pelayanan yang tidak mendukung pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak.
Penegakan Hukum Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, dari 3 (tiga) kegiatan yang
dilakukan untuk menegakan hukum pajak, yaitu tax audit, tax collection dan tax
investigation belum berjalan maksimal karena kurang tegas dalam pelaksanaannya.
Pengetahuan Pajak Wajib Pajak memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan wajib
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Semakin tinggi
pengetahuan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, masih ada wajib pajak yang masih kurang
pengetahuannya dalam mengisi SPT, pemahaman tentang batas waktu pelaporan, ini
dikarenakan minimnya informasi pajak yang didapat oleh para waijib.

15



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai
berikut:

1. Demi meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, sarana dan prasarana yang ada di
lingkungan KPP Pratama Bandung Karees sebaiknya lebih ditingkatkan atau bahkan di
tambah, mulai dari jumlah ketersediaan loket pelayanan, jumlah pegawai, kenyamanan
ruang tunggu, kehandalan informasi yang diberikan, tanggap terhadap keluhan wajib
pajak, memberikan jaminan informasi yang dapat dipercaya sampai perlakuan aparat
pajak terhadap para wajib pajak. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik, maka
pelayanan akan berjalan secara maksimal sehingga akan menumbuhkan tingkat
kepatuhan yang sangat tinggi.

2. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah, dalam menegakan hukum pajak
harus tegas, memberikan kepastian tentang perlakuan hukum yang dikenakan kepada
wajib pajak dan tidak memihak, agar 3 (tiga) aspek yaitu tax audit, tax collection dan tax
investigation yang diterapakan akan maksimal dan menumbuhkan tingkat kepatuhan
wajib pajak.

3. Dengan semakin seringnya sosialisasi yang dilakukan melalui media massa, media
elektronik, konsultasi, seminar, dan adanya kelas brevet para wajib pajak akan paham
tentang kewajiban perpajakan dan pengetahuan pajaknya semakin baik.
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